BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NGANJUK NOMOR 0034/PDT.P/2016/PA.NGJ TENTANG WALI ADAL
DENGAN ALASAN “CALON SUAMI SEORANG MUALLAF DAN
KHAWATIR KEMBALI KEAGAMANYA SEMULA”

Wawancara Tentang Wali Adal Karena Alasan Calon Suami Seorang
Muallaf Dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula.

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua majelis persidangan
dalam perkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.NGJ, yaitu Bapak Drs. Muh.
Mahfudz mengatakan bahwa:

“ Yang saya pahami tentang permasalahan antar Pemohon dengan
Termohon dalam perkara ini adalah mengenai wali adal/ yang sebenarnya
permasalahan ini sangat sepele, termohon yaitu kakak kandung pemohon
yang menjadi wali nikah pemohon tetap bersekukuh tidak mau menjadi wali
nikah pemohon.'

Bapak Drs. Sunaryo, M.Si menambahkan bahwa:

“Selain itu alasan dalam pertimbangan hakim mengenai putusan
tersebut dimana permohonan (penggugat) dikabulkan permohonannya
berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan disebabkan karena tidak hadirnya
termohon, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka hakim

mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan faktor tersebut™.?

! Mahfudz, Wawancara, Nganjuk pada tanggal 28 November 2016.
2 Sunaryo, Wawancara, Nganjuk pada tanggal 28 November 2016.

41



42

Menurut hakim anggota yaitu Bapak Drs. H. A. Bashori. MA, beliau
mengatakan bahwa:

“ Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan kakaknya
pemohon untuk menjadi wali nikah, wali nikah tetap bersekukuh tidak mau
menjadi wali pernikahannya adiknya tetap beranggapan bahwa calon
pemohon seorang muallaf dikhawatirkan kembali keagamanya semula.’

Menurut hakim anggota bapak Haitami. SH. MH. beliau
mengatakan bahwa:

“ Melihat permohonan pemohon sebenarnya perkara yang sangat
sepele, apabila wali nikah tetap bersekukuh tidak mau menikahkan dan si
pemohon memang benar-benar sudah cakap melangsungkan pernikahan
pihak hakim segera mengabulkan permohonannya dengan melihat
persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap. Hakim memutuskan perkara
tersebut tidak semena-mena, hakim memutuskannya menggunakan hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Agama yang berlandaskan Kompilasi
Hukum Islam yang tidak menentang hukum syara’*

Bapak Drs. H. Syaiful Heja, MH. Selaku ketua Pengadilan Agama
mengatakan bahwa: “Sebuah pernikahan sah itu apabila ada seorang wali,
perwalian di dalam suatu perkawinan merupakan suatu dasar atau landasan

yang cukup dan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

% Bashori. MA, wawancara, Nganjuk pada tanggal 05 Desember 2016.
* Haitami, wawancara, Nganjuk tanggal 05 Desember 2016.
> Syaiful Heja, wawancara, Nganjuk pada tanggal 05 Desember 2016.
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Melihat fenomena saat ini memang banyak orang mengajukan
permohonan tidak disetujui menikah oleh walinya dengan berbagai alasan
apapun. Pihak pemohon sudah berupaya keras meyakinkan ke walinya akan
tetapi wali tetap tidak menyetujuinya.

Bapak Drs. H. Syaiful Heja, MH selaku ketua Pengadilan Agama
Nganjuk mengatakan bahwa: melihat perkara tersebut penetepan wali adal/
cukup satu kali persidangan saja, dengan catatan apabila semua alasan dan
bukti sudah terpenuhi, misalnya dalam persidangan wali sudah dipanggil,
akan tetapi tidak datang, maka sama saja di anggap adal karena
membangkang atau tidak menghiraukan panggilan pengadilan. Apabila
majelis hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar ada/ dan
permohonan pemohon dengan menetapkan wali adal dan menujuk kepala
KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat tinggal
pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. dan sebelum akad nikah di
langsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk
menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan
Pengadilan Agama tentang adanya wali.

Mengenai hal tersebut, bapak Muhammad Nafi’, SH. M.Hi selaku
panitera dalam Pengadilan Agama Nganjuk, mengungkapkan:

“Saya sangat miris dan prihatin melihat perkara perwalian saat ini,
padahal itu hanya perkara sepele akan tetapi akan berdampak besar jika itu

terjadi. seharusnya apabila anak sudah dewasa dan berkeinginan untuk
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menikah berilah izin dan tidak melanggar aturan agama maupun negara.’
Dalam hal ini bapak Fuad selaku staaf Pengadilan Agama Nganjuk
mengungkapkan:

“ Tingkat kemuallafan tidak bisa di jadikan acuan seorang wali,
siapa tau setelah berlangsungnya pernikahan seorang calon pemohon lebih
baik lagi agamanya. Saya lebih mendukung pemohon karena pemohon saya
rasa cukup usianya dan sudah mencukupi persyaratan menikah dan
mendukung hakim untuk memutuskan bahwa walinya tersebut ada/.”

Bapak Amir Hamzah, SH. panitera mengungkapkan:

Bahwa mengenai hal tersebut apabila pengadilan tidak
mengabulkan akan berdampak besar, pemohon dengan calon pemohon akan
berakibat besar berzina apabila tidak segera menikah karena keduanya sudah
benar-benar saling mencintai dan tidak ada halangan syara’ untuk itu
pengadilan mengabulkan bahwan wali itu adal.®

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA. Ngj menyatakan bahwa berdasarkan analisis hukum
Islam sudah sesuai dimana alasan-alasan yang dapat digunakan oleh sesorang
untuk mengajukan permohonan wali ada/ ke Pengadilan Agama telah
ditentukan dalam penjelasan Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi: “ Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang

® Muhammad Nafi’, Wawancara, Nganjuk 19 Desember 2016.
’ Fuad, Wawancara, Nganjuk 19 Desember 2016.
8 Amir Hamzah, Wawancara, Nganjuk 19 Desember 2016.
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wali tersebut”. Selain itu Pengadilan Agama Nganjuk juga memutuskan
perkara tersebut berdasarkan PERMENAG Nomor 2 Tahun 1987, yang
berbunyi (1) “Pasal 2 ayat 1 : Bagi calon mempelai wanita yang akan
menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau wilayah ekstra- teritorial
Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali
nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adal,
maka nikahnya dapat dilangsungkan degan wali hakim. (2) pasal 2 ayat 2:
Untuk menyatakan wali ada/ sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini di
tetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal calon mempelai wanita.

Isi Putusan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan
Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.NGJ.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2016
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan
register peerkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj, telah mengajukan
permohonan wali ada/ dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa
pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Muhni (almarhum)
bin Abu Hasan dengan Binti Sholikah binti Abdullah (Alm). Pemohon
mempunyai kakak kandung yaitu bernama Moh. Mustakim bin Muhni
(Alm). Ayah kandung pemohon bernama Muhni (Alm) bin Abu Hasan telah
meninggal dunia sehingga yang akan menjadi wali pemohon adalah kakak

kandung pemohon yaitu Moh. Mustakim bin Muhni (Alm).
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Pemohon hendak melangsungkan pernikahannya dengan calon
suami pemohon yang bernama Agus Santoso bin Suyono (Alm) dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya hubungan antara pemohon dengan calon
suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan susah untuk di
pisahkan, dan hubungan pemohon dengan calon suaminya itu telah
berlangsung selama 2 tahun.

Selama ini orangtua atau pihak keluarga dari calon suami
pemohon telah melakukan pendekatan dengan sebaik mungkin bahkan sudah
melakukan peminangan kepada pemohon, akan tetapi wali pemohon
menolaknya dengan alasan calon suami seorang muallaf dan khawatir
kembali keagamanya semula.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah pemohon
tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, pemohon tetap
berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami
pemohon. Bahwa dengan alasan sebenarnya pemongan dengan calon suami
pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang
menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk
melangsungkan pernikahan.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon meminta kepada
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk segera memeriksa perkara ini dan

selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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Primair: 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Menetapkan wali nikah
pemohon bernama Moh. Mustakim bin Muhni (Alm) adalah wali adaf, 3.
Membebankan biaya kepada pemohon. Subsidair: mohon penetapannya
seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan sedang kakak kandung pemohon
sebagai calon wali nikah pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan
juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang
menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut berdasarkan
alasan yang sah. Majelis hakim sudah menasehati pemohon agar berusaha
terus mengadakan pendekatan kepada kakak kandung pemohon, namun tidak
berhasil dan pemohon menyatakan bahwa kakak kandung pemohon tetap
menolak untuk menjadi wali nikah, kemudian dalam sidang terbuka untuk
umum dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh pemohon.

Perkara ini adalah perkara wali ada/ meskipun kakak pemohon
tidak hadir, pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil
gugatannya, dimana pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: a.
Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, nomor
3518104502790002 tanggal 17 februari 2016, telah dinazigelen dan
bermaterai cukup, di beri tanda P.1; b. fotokopi surat persetujuan mempelai

(model N.3) yang ditandatangani dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Patianrowo yang telah di nazigelen dan
bermateraai cukup, diberi tanda P.2.; c. Fotokopi keterangan asal usul atas
nama pemohon Nomor 17/474.2/11/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrombot, Kecamatan Patianrowo kabupaten
Nganjuk, di beri tanda P.3; d. Fotokopi surat keterangan orang tua yang
dikeluarkan oleh kepala desa Ngrombot, ; e. Fotokopi pernyataan memeluk
agama Islam atas nama calon suami Pemohon (Agus Santoso), nomor :
Kk.15.13.11/BA.00/23/V/2015, tanggal 05 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk,
telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Fotokopi akta cerai atas nama
pemohon dan atas nama calon suami pemohon.

Selain itu pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan calon suami pemohon masing-
masing bernama; saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat
desa yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya,
; Saksi IT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat
tinggal di desa babadan patianrowo yang menerangkan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut; pemohon akan melangsungkan pernikahan
akan tetapi kakak kandung pemohon sebagai calon wali nikah tidak mau
menjadi wali nikah.

Berdasarkan alasan tersebut maka permohonan pemohon dalam
putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA. Ngj.

tentang wali ada/ dengan alasan calon suami seorang muallaf dan khawatir
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kembali keagamanya semula oleh hakim di pertimbangkan dan di putuskan

permohonannya pemohon dikabulkan berdasarkan bukti-bukti dan tidak

hadirnya kakak kandung pemohon.
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